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Kerjasama merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih dalam
suatu usaha dengan tujuan saling tolong-menolong untuk mendapatkan
keuntungan. Dalam hukum ekonomi syariah telah mengatur berbagai kerjasama
yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama islam. Namun demikian, kerjasama
antara petani mitra dengan PT East West Seed Indonesia masih belum sepenuhnya
memahami konsep tersebut, sehingga terdapat beberapa ketentuan dalam
kerjasama yang dilakukan kurang seimbang antara kentungan yang diperoleh
dengan kemungkinan kerugian yang didapatkan.
Adapun fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana
pelaksanaan kerjasama petani mitra dengan PT East West Seed Indonesia di
Dusun Jatirejo, Sidodadi, Tempurejo Kabupaten Jember? 2) Bagaimana tinjauan
hukum ekonomi syariah terkait kerjasama petani mitra dengan PT East West Seed
Indonesia di Dusun Jatirejo, Sidodadi, Tempurejo Kabupaten Jember?. Sedangkan
tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kerjasama
petani mitra dengan PT East West Seed Indonesia di Dusun Jatirejo, Sidodadi,
Tempurejo Kabupaten Jember yang ditinjau berdasarkan hukum ekonomi syariah.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian
lapangan (field research), sedangkan metode pengumpulan data melalui
observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian data yang diperoleh
dianalisis dengan menggunakan metode analisis data deskriptif.
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa
pihak pemilik modal (shahibul maal) tidak memberikan modal secara penuh yakni
hanya berupa benih saja sedangkan biaya perawatan dari pihak pengelola
(mudharib). Terkait keuntungan,petani mendapatkan keuntungan berdasarkan
total penerimaan dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan pada saat
pengelolaan benih tanaman, sedangkan kerugian disengaja maupun tidak
disengaja ditanggung oleh pihak petani. Hal tersebut juga mengakibatkan
beberapa petani melakukan perbuatan diluar kontrak seperti menjual beberapa
hasil panen kepihak lain selain perusahaan. Kerjasama tersebut pada hukum
ekonomi syariah disebut sebagai kerjasama dalam sistem mudharanah, namun
pelaksanannya ditemukan beberapa hal yang membuat kerjasama antara petani
mitra dengan PT East West Seed Indonesia Dusun Jatirejo, Sidodadi, Tempurejo
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A. Pernyataan Keaslian Tulisan








Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri
tanpa adanya bantuan orang lain. Sehingga apapun yang ia lakukan pasti
membutuhkan orang lain mulai dari keluarga, teman, tetangga dan orang-
orang sekitar. Oleh karena itu, manusia perlu berinteraksi untuk saling
bekerjasama serta tolong-menolong dalam segala kepentingan masing-
masing pihak. Hal tersebut juga dianjurkan dalam ajaran islam
sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al Maidah ayat 2 yang berbunyi:1
اهللاَ نَّ اِ ۗ◌ وااهللاَ قُ اتـَّ وَ ۖ◌ انِ وَ دْ عُ الْ وَ مثِْ ى اْالِ لَ اعَ وْ نُـ ا وَ عَ تَـ َال وَ ۖ◌ ى وٰ قْ التـَّ وَ ى الِربِّ لَ ا عَ وْ نُـ اوَ عَ تَـ وَ .....
۞ابِ قَ عِ الْ دُ يْ دِ ثَ  .
Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-
Nya”.
Setiap manusia memiliki kondisi perekonomian yang berbeda-
beda, ada yang kondisi pereknomiannya baik dan adapula yang kurang
baik. Dalam hal inilah ayat diatas diterapkan dengan memberikan
pertolongan,
1 Al Qur’an, 5:2.
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salah satunya dengan menjalin kerjasama berupa permodalan ataupun jasa
yang dapat meringankan beban hidup seseorang yang perekonomiannya
kurang baik tersebut agar menjadi lebih baik. Karena pada dasarnya islam
membenarkan seseorang memiliki kekayaan lebih dari yang lain sepanjang
kekayaan tersebut diperoleh secara benar dan yang bersangkutan telah
menunaikan kewajibannya bagi kesejahteraan masyarakat banyak, seperti
membantu masyarakat dengan memberikan pekerjaan dan sejenisnya.2
Kerjasama adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih
untuk saling tolong-menolong dalam suatu usaha dan membagi
keuntungannya.3 Dalam hukum ekonomi syariah telah mengatur berbagai
jenis kerjasama dalam bisnis, yakni diantaranya adalah akad mudharabah
dan akad musyarakah.
Akad mudharabah ialah akad kerjasama usaha antara dua pihak
dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan 100% modal,
sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan usaha secara
mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak,
sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian
itu bukan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola.4
Adapun akad musyarakah ialah akad kerjasama yang terjadi
diantara para pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan
usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian
2 Muhammad syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001), 4.
3 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2010), 127.
4 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 135.
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hasil sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung secara
proposional sesuai dengan kontribusi modal.5
Perbedaan kedua akad tersebu t ialah jika pada akad mudharabah
modal hanya berasal dari salah satu pihak sedangkan pada akad
musyarakah modal berasal dari dua belah pihak atau lebih. Selain itu,
secara psikologis pada musyarakah dalam menghadapi resiko kerugian
tidak begitu bermasalah, karena semua pemilik modal ikut terlibat
mengelola sehingga ketika dihadapkan pada resiko kerugian semua pihak
dapat menyadari. Sedangkan pada modal mudharabah pemilik modal yang
tidak ikut serta dalam mengelola harus juga menanggung resiko kerugian.
Bahkan ketika bisnisnyapun hancur pengelola tidak perlu mengganti
modal yang telah diamanahkan kepada pengelola (mudharib).6
Adanya akad kerjasama dalam hukum ekonomi syariah dapat
dijadikan pedoman dalam melakukan segala kegiatan khususnya di bidang
ekonomi, sehingga kerjasama yang dilakukan dapat berjalan dengan
teratur dan tanpa merugikan salah satu pihak namun menguntungkan
semua pihak yang menjalin kerjasama.
Dusun jatirejo merupakan salah satu dusun yang berada di desa
Sidodadi kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember yangmana penduduk
yang ada di dusun Jatirejo ini mayoritas bekerja sebagai petani. Petani
yang ada di Dusun ini memanfaatkan lahan pertaniannya untuk menanam
tanaman dalam bentuk benih. Hal tersebut dikarenakan adanya kerjasama
5 Naf’an, Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 95.
6 Apipudin, “Kerjasama Pada Sistem Ekonomi Syariah (Analisis atas Pembiayaan Akad
Mudharabah)”, Jurnal Ekonomi Bisnis, Vol 20, Nomor. 1 (April 2015),43.
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antara petani di Dusun Jatirejo dengan suatu perusahaan sehingga hasil
dari bertani tidak lagi dijual ke pengepul, pasar dan lain sebagainya.
PT East West Seed Indoensia merupakan salah satu perusahan
benih sayuran serta buah-buahan terpadu pertama di Indonesia yang
berdiri sejak tahun 1990 dengan nama dagang Cap Panah Merah. Kantor
pusat perusahaan ini berada di Desa Benteng, Kecamatan Cempaka,
Purwakarta, Jawa Barat. Kemitraan PT East West Seed Indonesia dengan
petani tidak memberikan modal berupa uang namun hanya berupa benih
tanaman.
Kerjasama ini berlangsung antara petani dengan PT East West Seed
Indonesia melalui perantara petani kunci, sehingga perusahaan tidak
berhubungan langsung dengan petani. Kerjasama dilakukan dalam bentuk
perjanjian tertulis antara perusahaan dengan ketua kelompok tani dan
anggota tani, setelah itu ketua kelompok tani akan memberikan modal
berupa benih tersebut kepada anggotanya. Sebutan masyarakat Dusun
Jatirejo terhadap kerjasama antara petani dengan perusahaan ialah petani
mitra.
Berdasarkan penjelasan dari ketua kelompok tani Dusun Jatirejo
lebih tertarik bekerjasama dengan PT East West Seed Indonesia karena
perusahaan ini sudah berdiri lebih lama, selain itu eksistensi dari
perusahaan ini sangat baik dibandingkan dengan perusahaan lainnya.
Perusahaan ini juga menyediakan segala jenis bibit sehingga memudahan
petani untuk menanam tanaman yang diinginkan.
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Adapun konsep bagi hasil dari kerjasama ini ialah pembagian
keuntungan sesuai hasil kerja petani, seberapa banyak hasil panen biji atau
benih yang didapatkan nantinya akan ditimbang terlebih dahulu, semakin
banyak hasil benih yang dipanen semakin banyak pula keuntungan yang
didapatkan oleh petani, sebaliknya jika hasil panen benih sedikit maka
keuntungannyapun juga sedikit.
Hasil panen berupa benih ini harus memiliki kualitas yang baik dan
merupakan hasil dari polinasi (Po) atau perkawinan mulai dari
perkawianan bebas atau tidak, sehingga hasil tanaman benih harus berupa
kawin silang, jika terdapat satu benih yang tidak ikut kawin dan tercampur
dengan yang sudah dikawinkan maka seluruh hasil panen petani tidak akan
diterima dan kemungkinan besar tidak akan mendapatkan penghasilan atau
bayaran sedikitpun. Sehingga petanipun juga harus berhati-hati dan jeli
dalam membedakan tanaman hasil silangan dan bukan hasil silangan.
Hasil benih yang dihasilkan oleh petani harus diserahkan ke pihak
perusahaan saja atau istilahnya dijual keperusahaan saja tidak boleh
kepihak yang lainnya karena hal tersebut salah satu syarat dalam isi
perjanjian antara petani dengan perusahaan.
Dari pengamatan penulis terhadap kerjasama antara petani mitra
dengan peruhasaan dalam hukum ekonomi syariah lebih seperti akad
mudharabah yakni perjanjian dua pihak terkait permodalan. Permasalahan
yang ditemukan oleh penulis disini adalah salah satunya Pihak perusahaan
hanya menyedian modal berupa benih sesuai keinginan petani namun
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untuk biaya perawatan seperti obat, pupuk dan lain sebagainya pihak
perusahaan tidak memberikan modal terkait hal tersebut, hanya
menyerahkan sejumlah uang sesuai kebutuhan yang diperlukan petani
yang nantinya sejumlah uang tersebut akan dipotong oleh pihak
perusahaan pada saat petani panen. Selain itu, juga lahan pertanian yang
digunakan pengelolaan benih harus milik pribadi yang sah secara Undang-
undang sehingga dalam hal ini perusahaan tidak memberikan modal
sepenuhnya kepada pihak petani.
Penulis juga menemukan Kerjasama ini sudah terjalin cukup lama
namun masyarakat belum sepenuhnya memahami bahwa kerjasama yang
dilakukan sudah sesuai dengan konsep hukum ekonomi syariah atau
belum. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis
tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul “Tinjauan Hukum
Ekonomi Syariah Terhadap Kerjasama Petani Mitra dengan PT East
West Seed Indonesia di Dusun Jatirejo, Sidodadi, Tempurejo
Kabupaten Jember.”
B. Fokus Penelitian
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka
fokus penelitian yang akan peneliti lakukan diantaranya sebagai berikut:
1. Bagaimana Pelaksanaan Kerjasama Petani Mitra dengan PT East West




2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kerjasama
Petani Mitra dengan PT East West Seed Indonesia di Dusun Jatirejo,
Sidodadi, Tempurejo Kabupaten Jember?
C. Tujuan Penelitian
Secara umum tujuan penelitian ialah untuk menemukan dan
mengembangkan pengetahuan sedangkan secara khusus tujuan penelitian
kualitatif adah menemukan yakni menemukan sesuatu yang sebelumnya
belum pernah ada dan belum diketahui.
1. Untuk mengetahui pelaksanaan kerjasama Petani Mitra dengan PT
East West Seed Indonesia di Dusun Jatirejo, Sidodadi, Tempurejo
Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui tinjaun hukum ekonomi syariah terhadap kerjasama
Petani Mitra dengan PT East West Seed Indonesia di Dusun Jatirejo,
Sidodadi, Tempurejo Kabupaten Jember.
D. Manfaat Penelitian
Suatu penelitian dapat bermanfaat bagi orang yang membutuhkan,
dengan menambah wawasan secara faktual dan diharapkan penelitian ini
dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih pemikiran untuk





a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi sarana
pembelajaran serta pengembangan ilmu pengetahuan untuk semua
pihak terutama mahasiswa hukum syariah dan diri penulis,
yangmana penelitian ini dapat menambah wawasan penulis dalam
mengikuti perkembangan hukum ekonomi syariah yang fokusnya
berkaitan dengan bentuk kerjasama atau perjanjian yang di teliti
pada kasus yang telah dituliskan berdasarkan hukum ekonomi
syariah.
b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai data sekunder serta
referensi bagi mahasiswa lainnya.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Penulis
Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan
serta wawasan peneliti dan memberikan pembelajaran serta
pengalamannya dalam melakukan penelitian dengan memberikan
khazanah pengetahuan terkait penelitian yang diteliti.
b. Bagi Masyarakat
Dengan adanya penelitian ini masyarakat khususnya para
petani mitra dapat lebih mengerti serta memahami terkait bentuk
kerjasama atau perjanjian yang telah dilakukan supaya tidak ada




Definisi istilah ini merupakan penjelasan dan pemahaman terkait
istilah penting yang menjadi suatu titik perhatian dalam sebuah judul
penelitian. Dalam hal ini memberikan penjelasan serta maksud dari judul
penulis yang diteliti. Adapun istilah penting yang terdapat pada judul
penelitian diantaranya ialah:
a. Kerjasama
Kerjasama diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara
bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.7
Jadi kerjasama merupakan hubungan antara satu pihak dengan pihak
lain yang saling memberikan kontribusi pada hal-hal tertentu untuk
mencapai suatu hal yang diinginkan.
b. Petani Mitra dan PT East West Seed Indonesia
Petani Mitra merupakan sebutan bagi petani di Dusun Jatirejo
yang menjalin kerjasama dengan perusahaan yang menerima jenis bibit
tertentu. Jadi petani mitra ini seorang pengelola bibit unggul yang
bekerjasama dengan suatu perusahaan.
PT East West Seed Indonesia adalah perusahaan pembenihan
terpadu yang menghasilkan benih unggul sayuran melalui kegiatan
pemuliaan tanaman (Plant Breeding).
c. Hukum Ekonomi Syariah
Hukum ekonomi syariah atau hukum ekonomi islam adalah
sebagai keseluruhan norma-norma hukum yang dibuat oleh pemerintah
7 W.J.S. Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), 492.
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atau penguasa untuk mengatur berbagai kegiatan dibidang ekonomi
untuk mewujudkan kepentingan individu, masyarakat, dan negara yang
berlandaskan kepada hukum islam.8 Sehingga hukum ekonomi syariah
merupakan suatau pedoman bagi masyarakat yang beragama islam
dalam memulai aktifitas atau kegiatan khususnya dibidang ekonomi.
F. Sistematika Pembahasan
Dalam penyusunan proposal penelitian ini diharapkan dapat terarah
dan saling berhubungan antara satu sama lainnya Sehingga lebih mudah
untuk dipahami, maka peneliti secara umum menggambarkan susunan
penelitian sebagai berikut:
Pada bab pertama terdapat pendahuluan yang berisi latar belakang
tentang kerjasama antara Petani Mitra dengan PT East West Seed
Indonesia yang kemudian memunculkan fokus penelitian, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian dan
sistematika pembahasan sebagai gambaran awal penelitian secara
keseluruhan.
Bagian bab kedua terdapat kajian kepustakaan yang terdiri dari
penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu berisikan
informasi terkait penelitian-penelitian terdahulu yang masih berhubungan
atau terdapat kemiripan sedangkan kajian teori berisikan landasan hukum
serta teori-teori terkait penelitian yang diteliti oleh peneliti.
8 Faisal, Modul Hukum Ekonomi Islam (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), 8.
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Bab ketiga berkenaan dengan metode penelitian yang meliputi
pendekatan dan jenis penelitian, subjek peneliti, lokasi penelitian, teknik
pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data dan terakhir
tahapan-tahapan penelitian. Pada bab ini berisi terkait metode yang
digunakan peneliti.
Bab keempat merupakan hasil dari penelitian sehingga dalam bab
empat ini menjelaskan tentang uraian data yang telah didapat dan
ditemukan selama penelitian dengan penggunaan prosedur serta metode
yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.
Bagian terakhir yakni bab kelima yang berisi kesimpulan dan saran
yangmana kesimpulan didapat dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya








Dalam penelitian ini peneliti akan mempaparkan beberapa hasil
penelitian terdahulu yang masih memiliki relevansi dengan penelitian
peneliti atau penulis. Diantaranya adalah:
a) Skripsi Affan Jasuli. 2014. Mahasiswa Universitas Jember.
Fakultas Pertanian. Program Studi Agribisnis. Judul skripsi
“Analisis Pola Kemitraan Petani Kapas Dengan PT Nusafarm
Terhadap Pendapatan Usaha Tani Kapas di Kabupaten Situbondo”.
Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, analisis
pendapatan dan analisis regresi linier berganda dan dalam
penelitian ini juga hanya fokus terhadap pola kemitraan terhadap
pendapatan petani tanpa meninjau dari segi hukumnya. Berbeda
dengan penulis yang menggunakan metode analisis deskriptif dan
hanya membahas pola kemitraan saja berdasarkan ketentuan
syariat islam.
b) Skripsi Sarah Isura Viandini. 2014. Mahasiswa Fakultas Ekologi
Manusia. Program Studi Komunikasi dan Pengembangan
Masyarakat. Judul skripsi “Analisis Pola Kemitraan Pertanian
Antara Petani Megamendung Dengan PT Sayuran Siap Saji”. Pada
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penelitian ini fokus pada analisis pola kemitraan dengan penilaian




menggunakan metode kuantitatif namun didiukung dengan metode
kualitatif. Hal ini jelas berbeda dengan penelitian penulis
yangmana penulis hanya fokus pada pola kemitraan serta tinjuan
hukum ekonomi syariah saja dan metode yang digunakan penulis
menggunakan metode kualitatif.
c) Skripsi Khumaedi. 2016. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum.
Program Studi Muamalah.  Judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama Pertanian Garam (Studi
Kasus Di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)”.
Penelitian ini mempunyai permasalahan dengan penulis yakni
berkaitan dengan kerjasama dan perbedaan penulis dengan skripsi
ini terletak pada permasalahannya yang mana dalam skripsi ini
hasil penelitiannya berkaitan dengan akad muzaraah dan




Mudharabah berasal dari kata َضْربًا̶یَْضِرُب ̶َضَرَب   yang
berarti bergerak, menjalankan, memukul, kemudian mendapat
tambahan sehingga menjadi ُمَضاِربَةُ ̶یَُضاِرُب  ̶َضاَرَب   yang




atau saling memukul.9 Mudharabah disebut juga dengan
muqaradah ( qiradh) sebutan dari kebiasaan di Hijaz.
Sedangkan secara istilah, mudharabah merupakan akad
kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama
(pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak
kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola dan
keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan
sedangkankerugianfinansialhanya ditanggung oleh pengelola
dana.10
Pengertian mudharabah menurut para ulama sebagai
berikut:
a) Para Fuqaha mendefinisikan akad mudharabah ialah
sebagai akad yang dilakukan antara dua pihak (orang) yang
saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya
kepada pihak lain untuk diperdagangkan dan akan
mendapatkan bagian yang telah ditentukan dari
keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-
syarat yang telah disepakati.
b) Menurut Sayyid Sabiq berpendapat, mudharabah ialah akad
antara dua belah pihak untuk salah satu pihak
9 Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011),
187.





mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan
syarat ketentuan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.
c) Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor:
07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah
(Qiradh), mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan
oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk
kegiatan usaha yang produktif. Selanjutnya, pada poin
kedua dalam fatwa nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 juga
diterangkan bahwa dalam pembiayaan mudharabah
lembaga keuangan syariah sebagai shahibul mal (pemilik
dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha),
sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai
mudharib atau pengelola usaha.11
b. Jenis-Jenis Akad Mudharabah
Secara umum, berdasarkan kewenangan yang diberikan
oleh mudharib, mudharabah terbagi menjadi dua yaitu:12
1) Mudharabah Muthlaqah
Mudharabah mutlaqah  yaitu mudharabah tanpa syarat,
pekerja bebas mengolah modal itu dengan usaha apa saja
11 Fatwa Dewan Syariah Nasioanal nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan
mudharabah (Qiradh).
12 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah) (Jakarta: PT Raja




yang menurut perhitungannya akan mendatangkan
keuntungan dari arah mana saja yang diinginkan.
2) Mudharabah Muqayyadah
Mudhrabah muqayyadah yaitu penyerahan modal dengan
syarat-syarat tertentu, pekerja mengikuti syarat-syarat yang
dicantumkan dalam perjanjian yang dikemukakan oleh
pemilik modal.
c. Dasar Hukum Mudharabah
Islam merupakan agama yang tidak mempersulit
umatnya selama hal tersebut dipandang baik maka akan
terdapat keringanan-keringanan dalam melakukan segala
sesuatunya. Sehingga dalam melakukan akad mudharabah
adalah mubah (boleh) berdasarkan landasan hukum berikut:
1. Al Quran
Al quran memandang mudharabah sebagai salah sat
bentuk transaksi yang penting dalam islam. Hal ini dapat
dilihat dari ayat-ayat yang berkenanaan dengan akad
mudharabah ialah:13
....َخُروَن یَْضِربُْوَن فِى اْألَْرِض یَْبتَُغْوَن ِمْن فَْضِل هللاِ ۙ.......َواٰ 
“.....Dan mereka yang lain berjalan diatas bumi untuk
menuntut karunia Allah SWT.....”. (QS. Al-Muzammil: 20)




لٰ  ِ.....وةُ فَا ْنتَِشُرْوافِى ْالَْرِض َواْبتَغُ فَإَِذاقُِضیَِت لصَّ ْواِمْن فَْضِل 
“Apabila telah ditunaikan sholat, bertebaranlah kamu
dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT.....”. (QS. Al-
Jumu’ah: 10)
بُِّكْم ۗ ْن رَّ ....لَْیَس َعلَْیُكْم ُجنَاٌح أَن تَْبتَُغْوا فَْضًال مِّ
“tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil
perniagaan) dari Tuhanmu.....”. (QS. Al-Baqarah: 198)
2. Hadist
Hadits Rasulullah  SAW yang pada dasarnya
menganjurkan untuk berusaha lebih mengisyaratkan dengan
melalui usaha kemitraan dengan pihak lain untuk saling
tolong-menolong agar mendaptkan keuntungan.
َكاَن َسيُِّدنَا الَعبَّاُس ْبُن َعْبِد املُطَلِِّب ِاَذا َدَفَع املَاَل ُمَضاَربًَةِاْشتَـَرطَ 
َدا بًَّة َوَال َيْشَرتَِي بِِه ،َوَاليـَْنزَِل بِِه َواِديًا،َعَلى َصاِحِبِه َاْن َالَيْسُلَك بِِه َحبْرًا
فـَبَـَلَغ َشْرطُُه َرُسوَل اِهللا َصلَّى اهللاُ ،فَِإْن فـََعَل َذا ِلَك َضِمنَ ،َذاَت َكِبٍدَرْطَبةٍ 
)َعَلْيِه وآلِِه َو َسلََّم فََأَجازَُه (رواه الطرب اين ىف األوسط عن ابن عباس
“ Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta




agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah,
serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu
dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya.
Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar
Rasulullah SAW, beliau membenarkannya”. (HR. Thabrani
dari Ibnu Abbas)
َعْن َصاِلِح ْبِن ُصَهْيٍب َعْن اَبِِه قَاَل : قَاَل َرُسْو َل اِهللا َصلَّى اهللاُ 
البَـْيُع ِاَىل َاَجٍل َواملَُقاَرَضُة َواْخَلُط البـُرِّ بِا َكةٌ َعَلْيِه َوَسلََّم َثَالٌث ِفْيِهنَّ البَـَر 
الشَِّعْريِ لِْلبَـْيِت َال لِْلبَـْيِع (رواه ابن ماجه)
“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung
berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah
(mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut
untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR.
Ibnu Majah dari Shuhaib)
3. Ijma
Mudharabah disyariatkan berdasarkan ijma’
(kesepakatan) para sahabat dan berdasarkan kesepakatan
para imam yang menyatakan kebolehannya. Hal ini
didasarkan dalil yang mengungkapkan bahwa tolong-




kemungkaran.14 Diantara ijma’ dalam mudharabah adanya
riwayat yang menyatakan bahwa golongan dari para
sahabat menggunakn harta anak yatim dan perbuatan
tersebut tidak dilarang oleh sahabat lainnya.
4. Qiyas
Mudharabah diqiyaskan dengan al-musaqah
(menyuruh seseorang untuk mengelola kebun), selain
diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya.
Sedangkan banyak orang kaya yang tidak dapat
mengusahakan hartanya. Di sisi lain tidak sedikit orang
miskin yang mau bekerja tetapi tidak memiliki modal,
Dengan demikian adanya mudharabah ditujukan antara lain
untuk  memenuhi kebutuhan kedua gholngan diatas yakni
untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi
kebutuhan mereka.15
d. Rukun dan Syarat Mudharabah
Menurut ulama Syafiiyah, ruku-rukun mudharabah
(qiradh) ada enam yaitu:16
a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang
diterima dari pemilik barang.
14 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafindo, 2006), 155.
15 Rahmat Syafe’i, Fiqh Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 226.




c. Akad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan
pengelola barang.
d. Maal yaitu harta pokok atau modal.
e. Amal yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga
menghasilkan laba.
f. Keuntungan.
Menurut Pasal 232 KHES, rukun mudharabah ada 3 (tiga),
yaitu sebagai beirkut:
a. Shahib al-mal atau pemilik modal.
b. Mudharib ata pelaku usaha.
c. Akad.
Berdasarkan rukun mudharabah tersebut, maka persyaratan
yang harus dipenuhi ialah sebagai berikut:17
1. Pemodal dan Pengelola. Dua pihak yang mengadakan
kontrak mudharabah maka persyaratan yang harus
dipenuhi ialah:
a. pemodal dan pengelola harus melakukan transaksi
dan sah secara hukum baik hukum positif maupun
hukum islam.
b. Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan
kafil dari masing-masing pihak.
17 Taufiqul Hulam, “Jaminan Dalam Transaksi Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah”,




2. Sighat atau akad. Penawaran dan penerimaan harus
diucapkan kedua belah pihak untuk tujuan (kemauan)
dan kesempurnaan kontrak. Sighat harus memenuhi
persyaratan berikut:
a. Secara eksplisit maupun implisist menunjukkan
tujuan kontrak.
b. Sighat menjadi tidak sah jika salah satu pihak
menolak syarat-syarat.
c. Kontrak boleh dilakukan secara lisan maupun
verbal. Dan dapat juga dilakukan secara tertulis dan
ditandatangani.
3. Modal. Dana yang diberikan dari pemilik dana kepada
penerima dana untuk tujuan investasi dalam aktfivitas
mudharabah harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
b. Modal yang diberikan harus tunai, namun beberapa
ulama membolehkan modal mudharabah berbentuk
asset perdagangan investory.
4. Keutungan yaitu 5jumlah yang didapat sebagai
kelebihan dari modal yang merupakan tujuan akhir
mudharabah terikat dengan syarat yakni:




b. Porsi keuntungan masing-masing pihak harus
diketahui pada waktu berkontrak, dan proporsinya
harus dari keuntungan.
c. Jangka waktu mudharabah relatif lama, tiga tahun
keatas nisbah keuntungan dapat disepakati ntuk
ditinjau dari waktu kewaktu.
d. Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya-
biaya apa saja yang harus ditanggung pengelola.
Kesepakatan ini penting karena mempengaruhi nilai
keuntungan.
e. Hak dan Kewajiban Pemilik Modal
1. Hak Pemilik Modal
a) Pemilik modal tidak diperkenankan mengelola
proyek atau kegiatan usaha yang dibiayai olehnya.
Pengelola proyek atau kegiatan sepenuhnya
dilakukan oleh pengelola. Dengan demikian,
pemilik modal hanya berstatus sebagai seleeping
partner. Pemilik modal berhak untuk melakukan
pengawasan untuk memastikan bahwa pengelola
mentaati syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan
perjanjian mudharabah. Bagaiamanapun juga,




dana dan harus memikul seluruh resiko finansial
yang terjadi dan karena tidak boleh ikut campur
didalam pengelolaan proyek atau usaha yang
bersangkutan maka hak yang demikian itu akan
dapat mengurangi kemungkinan-kemungkinan
pengelola menyimpangi ketentuan-ketentuan dalam
perjanjian mudharabah, melakukan kelalaian dalam
melakukan kecurangan-kecurangan yang dapat
membahayakan investasi pemilik modal.
b) Pemilik modal berhak untuk memperoleh kembali
investasinya dari hasil likuidasi usaha mudharabah
tersebut apabila usaha mudharabah itu telah
diselesaikan oleh pengelola dan jumlah hasil
likuidasi usaha mudharabah itu cukup untuk
pengembalian dana investasi terebut.18
2. Kewajiban Pemilik Modal
a) Kewajiban utama dari pemilik modal ialah
menyerahkan modal mudharabah kepada pengelola.
Bila hal itu tidak dilakukan maka perjanjian
mudharabah menjadi tidak sah.
b) Pemilik modal berkewajiban u ntuk menyediakan
dana yang dipercayakan kepada pengelola untuk
18 Sutan Remi Sjahdeini, Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-aspek Hukumnya (Jakarta: PT




tujuan membiayai suatu proyek atau suatu kegiatan
usaha.19
f. Hak dan Kewajiban Pengelol
1. Menerima bagian laba tertentu sesuai yang disepakati
dalam mudharabah.
2. Mengelola kegiatan usaha untuk tercapainya tujuan
mudharabah tanpa campur tangan shahibul malal
3. Mengelola modal yang telah diterima dari shahibul maal
sesuai dengan kesepakatan dan memperhatikkan syariah
islam serta kebiasaan yang berlaku.
4. Menanggung seluruh kerugian usaha yang diakibatkan oleh
kelalaian , kesengajaan dan atau pelanggaran mudharib atas
mudharabah.20
g. Pembatalan Mudharabah
Menurut Zuhayli, pada prinsipnya kontrak kerjasama dalam
pemodalan (mudharabah) akan berhenti jika salah satu pihak
menghentikan kontrak, atau meninggal atau modal yang
ditanamkan mengalami kerugian ditangan pengelola modal
(mudharib). Akad kerja sama dalam pemodalan (mudharabah)
juga akan batal ketika pemilik modal (shahibul maal) murtad,
19 Sutan Remi Sjahdeini, Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-aspek Hukumnya...., 310.
20 Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum




begitu juga dengan pengelola modal (mudharib). Selain itu,
Zuhayli mengatakan, mudharabah akan dikatakan fasid jika
terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi diantara bentuk
mudharabah fasid, misalnya seseorang memiliki alat perburuan
sebagai pemilik modal (shahibul maal) menawarkan kepada
orang lain sebagai pengelola modal untuk berburu bersama-
sama kemudian keuntungan dibagi bersama-sama sesuai
kesepakatan. Akad mudharabah ini fasid, mudharib tidak
berhak mendapat keuntungan dari perburuan, keuntungan ini
semua milik shahibul maal, mudharib hanya berhak
mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan.21
Selain itu, Hendi Suhendi menjelaskan bahwa perjanjian
bagi hasil menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai
berikut:22
1. Syarat yang ditentukan sudah tidak terpenuhi. Jika salah
satu syarat mudharabah tidak terpenuhi, sedangkan
modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah
diperdagangkan maka pengelola mendapatkan sebagian
upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia
melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat
keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik
21 Ismail Nawawi, Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia,
2012),148




modal. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi
tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah
sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan
tidak bertanggung jawab sesuatu apapun kecuali atas
kelalaiannya.
2. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya
sebagai pengelola modal atau pengelola modal tersebut
melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan
akad. Dalam keadaan ini pengelola modal bertanggung
jawab jika terjadi kerugian.
3. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia,
atau salah satu pemilik modal meninggal dunia,
mudharabh menjadi batal.
2) Konsep pembiayaan Mudharabah Menurut Fatwa DSN-MUI,
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008
1. Konsep Pembiayaan Mudharabah Menurut Fatwa DSN-MUI
Ketentuan pembiayaan:
a. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan
oleh LKS kepada pihak lai untuk suatu usaha yang produktif.
b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik




sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai
mudharib atau pengelola usaha.
c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan
pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan
keduabelah pihak (LKS dengan pengusaha).
d. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang
telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan
LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau
proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan
dan pengawasan.
e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas
dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian
akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah)
melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi
perjanjian.
g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada
jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan
penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib
atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan
apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap




h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme
pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan
memerhatikan fatwa DSN.
i. Biaya operasioanal dibebankan kepada mudharib.
j. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan
kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap
kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau
biaya yang telah dikeluarkan.
Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah:
a. Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib)
harus cakap hukum.
b. Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak
untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan
kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal berikut:
a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit
menunjukkan tujuan kontrak (akad).
b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat
kontrak.
c) Akad dituangkan secara tertulis melalui





c. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan
oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha
dengan syarat sebagai berikut:
a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang
dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset
maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus
dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap
maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam
akad.
d. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat
sebagai kelebihan dari modal. syarat keuntungan berikut ini
harus dipenuhi:
a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak
boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
b) Bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak
harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak
disepakati dan harus dalam bentuk presentase
(nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan.
Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat




menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan
dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau
pelanggaran kesepakatan.
e. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib) sebagai
perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh
penyedia dana, harus memerhatikan hal-hal berikut:
a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib,
tanpa campur tangan penedia dana, tetapi ia
mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan
pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi
tercapainya tujuan mudharabah yaitu keuntungan.
c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah
islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan
mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang
berlaku dalam aktivitas itu.
Beberapa ketentuan hukum pembiayaan mudharabah:
a. Mudhrabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
b. Kontrak tidak boleh dikaitkan dengan sebuah kejadian
dimasa depan yang belum tentu terjadi.
c. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi




akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran
kesepakatan.
d. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau
jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Konsep Pembiayaan Mudharabah Menurut Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah (KHES)23
Pasal 238
1. Status benda yang berada ditangan mudharib yang diterima
dari shahib al-mal adalah modal.
2. Mudharib berkedudukan sebagai wakil shahib al-mal dalam
menggunakan modal yang diterimanya.
3. Keuntungan yang dihasilkan dalam mudharabah menjadi
milik bersama.
Pasal 239
1. Mudharib berhak membeli barang dengan maksud
menjualnya kembali untuk memperioleh keuntungan.
2. Mudharib berhak menjual dengan harga tinggi atau rendah,
baik dengan tunai maupun cicilan.
3. Mudharib berhak menerima pembayaran dari harga barang
dengan pengalihan piutang.
4. Mudharib tidak boleh menjual barang dalam jangka waktu
yang tidak biasa dilakukan oleh para pedagang.
Pasal 240
Mudharib tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan dan
atau meminjamkan harta kerjasama kecuali bila mendapat
izin dari pemilik modal.
Pasal 241
1. Mudharib berhak memberi kuasa kepada pihak lain untuk
bertindak sebagai wakilnya untuk membeli dan menjual
barang apabila sudah disepakati dalam akad mudharabah.
23 Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum




2. Mudharib berhak mendepositokan dan menginvestasikan
harta kerjasama dengan sistem syariah.
3. Mudharib berhak menghubungi pihak lain untuk melakukan
jual beli barang sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
Pasal 242
1. Mudharib berhak atas keutungan sebagai imbalan
pekerjaannya yang disepakati dalam akad.
2. Mudharib tidak berhak mendapatkan imbalan apabila usaha
yang dilakukannnya rugi.
Pasal 243
1. Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan
modalnya yang disepakati dalam akad.
2. Pemilik modal tidak berhak mendapatkan keuntungan
apabila usaha yang dilakukan oleh mudharib merugi.
Pasal 244
Mudharib tidak boleh mencampurkan kekayaannya sendiri
dengan harta kerjasama dalam melakukan mudharabah
kecuali bila sudah menjadi kebiasaan dikalangan pelaku
usaha.
Pasal 245
Mudharib dibolehkan mencampurkan kekayaannya sendiri
dengan harta mudharabah apabila mendapat izin dari
pemilik modal dalam melakukan usaha-usaha khusus
tertentu.
Pasal 246
Keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal
campuran atau shahib al-mal dan mudharib, dibagi secara
proposional atau atas dasar kesepakatan semua pihak.
Pasal 247
Biaya perjalanan yang dilakukan oleh mudharib dalam
rangka melaksanakan bisnis kerja sama dibebankan pada
modal dari shahib al-mal.
Pasal 248
Mudharib wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-
ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad.
Pasal 249
Mudharib wajib bertanggung jawab terhadap risiko
kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan oleh
usahanya yang melampaui batas yang diizikan dan atau
tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah
ditentukan dalam akad.
Pasal 250
Akad mudharabah selesai apabila waktu kerjasama yang





1. Pemilik modal dalam mengakhiri kesepakatan apabila ada
pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad
mudharabah.
2. Pemberhentian kerjasama oleh pemilik modal
diberitahukan pada mudharib.
3. Mudharib wajib mengembalikan modal dan keuntungan
pada pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal dalam
kerjasama mudharabah.
4. Peselisiahan antara pemilik modal dengan mudharib dapat
diselesaikan dengan shulh atau al-shulh dan atau melalui
pengadilan.
Pasal 252
Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam
kerjasama mudharabah yang terjadi bukan karena kelalaian
mudharib dibebankan kepada pemilik modal.
Pasal 253
Akad mudharabah berakhir dengan sendirinya apabila
pemilik modal atau mudharib meninggal dunia atau tidak
cakap melakukan perbuatan hukum.
Pasal 254
1. Pemilik modal berhak melakukan penagihan terhadap
pihak-pihak lain berdasarkan bukti dari mudharib yang
telah meninggal dunia.
2. Kerugian yang diakibatkan oleh meninggalnya mudharib
dibebankan pada pemilik modal.
3. Konsep Pembiayaan Mudharabah Menurut Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Penerapan konsep mudharabah dan akad yang lainnya
dalam pembiayaan syariah pada Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2008 telah diatur khusus dalam pasal 19 yang berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 19
(1) Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:
a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa
Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi’ah





b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa
Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad
mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan
dengan Prinsip Syariah;
c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad
mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang
tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad
murabahah, Akad salam, Akad istishna’, atau Akad lain
yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau
Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip
Syariah;
f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak
atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad
ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah
muntahiya bitamlik atau Akad lain yang tidak
bertentangan dengan Prinsip Syariah;
g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad
hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan
Prinsip Syariah;
h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan
berdasarkan Prinsip Syariah;
i. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri
surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar
transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain,
seperti Akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah,
kafalah, atau hawalah;
j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah
yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga
dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau
antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
l. melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain
berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip
Syariah;
m. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan
surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
n. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri
maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan
Prinsip Syariah;





p. memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi
berdasarkan Prinsip Syariah;
q. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di
bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak
bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan.
(2) Kegiatan usaha UUS meliputi:
a. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa
Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi’ah
atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip
Syariah;
b. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa
Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad
mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan
dengan Prinsip Syariah;
c. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad
mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak
bertentangan dengan Prinsip Syariah;
d. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah,
Akad salam, Akad istishna’ , atau Akad lain yang
tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
e. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau
Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
f. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak
atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad
ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah
muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak
bertentangan dengan Prinsip Syariah;
g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad
hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan
Prinsip Syariah;
h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan
berdasarkan Prinsip Syariah;
i. Membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang
diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan
Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah,
musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau
hawalah;
j. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah





k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan
melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau
antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
l. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan
surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
m. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri
maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan
Prinsip Syariah;
n. Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi
berdasarkan Prinsip Syariah;
o. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di
bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak






A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu
pendekatan ilmiah yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan
mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata
berdasarkan teknik pengumpulan analisis data yang relevan yang diperoleh
dari situasi yang alamiah.24 Hal tersebut dikarenakan pendekatan kualitatif
sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.25
Sedangkan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah
penelitian lapangan (field research) yakni penelitian yang data dan
informasinya diperoleh dari kegiatan di kancah (lapangan) kerja
penelitian.26 Peneliti memilih menggunakan pendekatan serta jenis
penelitian ini dikarenakan supaya peneliti dapat mendapatkan pemahaman
serta informasi yang lebih akurat antara kerjasama antara pihak PT East
West Seed Indonesia dengan petani mitra di Dusun Jatirejo.
B. Subjek Penelitian
24 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 4.
25 Moleong, 14.
26 Supardi, Metodologi Penelitian Ekonomi Bisnis (Yogyakarta: UII Press, 2005), 34.
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Dalam penelitian ini pencarian data diperoleh dari informan
dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan
sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu
misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita
harapkan atau mungin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan
peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.27 Adapun
sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua yakni:
1. Sumber data primer
Sumber data primer yaitu data yang diperoleh atau
dikumpulkan langsung dilapangan dari sumber asli oleh orang yang
melakukan penelitian.28 Dalam hal ini penulis mengambil data yang
berasal dari pihak-pihak terkait penelitian penulis yaitu:
a. Petani dusun Jatirejo, Sidodadi kecamatan Tempurejo.
Petani dusun jatirejo merupakan informan yang dianggap tahu
terkait permasalahan yang peneliti teliti. Petani Mitra adalah petani
yang melakukan kerjasama dengan perusahaan dalam pengelolaan
benih. Hal tersebut dilakukan agar informasi yang diperolah dapat
seakurat mungkin.
b. Pihak PT East West Seed Indonesia
Pihak PT East West Seed Indonesia yang dimaksud ialah Ketua
Kelompok tani atau petani kunci yang berada di Dusun Jatirejo
karena fokus permasalahan yang peneliti berada di Dusun Jatirejo
27 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017), 218-
219.
28 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 146.
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ini dan kemitraan usaha tani yang berlangsung antara petani
dengan PT East West Seed Indonesia memang melalui perantara
petani kunci, sehingga pihak perusahaan tidak berhubungan
langsung dengan petani.
c. Tokoh Desa Sidodadi
Perangkat desa ini penulis butuhkan agar mendapatkan informasi
terkait kondisi geografis, kondisi masyarakat yang ada di Dusun
Jatierjo.
2. Sumber data sekunder
Sumber data sekunder ialah data yang diperoleh atau
dikumpulan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-
sumber yang telah ada. Data ini bisa diperoleh dari perpustakaan atau
laporan-laporan penelitian terdahulu.29 Dalam hal ini penulis
menggunakan buku-buku, jurnal, dan lain-lain.
C. Lokasi Penelitian
Lokasi yang dijadikan tempat penelitian oleh penulis adalah Dusun
Jatirejo, Tempurejo, Sidodadi Kabupaten Jember. Pemilihan lokasi ini
didasarkan atas belum adanya penelitian yang membahas terkait penelitian
yang diteliti penulis serta tempat ini dapat memudahkan penulis dalam
mengembangkan penelitian.
D. Teknik Pengumpulan Data
29 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 146-147.
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Dalam hal ini penulis mengemukakan teknik  yang digunakan
untuk memperoleh dan juga mengumpulkan data dengan alat-alat
pengumpulan data. Teknik yang digunakan penulis ialah sebagai berikut:
a. Pengamatan (Observasi)
Metode observasi ialah memperoleh informasi dengan cara
mengamati secara langsung kejadian yang terjadi di lapangan yang
berkaitan dengan masalah yang peneliti teliti. Dalam penggunaan
teknik ini peneliti menggunakan jenis observasi Non-partisipan.
Teknik observasi ini digunakan karena dalam proses penelitian peneliti
tidak ikut serta dalam kegiatan, akan tetapi hanya berperan mengamati
kegiatan. Pemilihan tekni ini dilakukan agar peneliti dapat lebih fokus
mengamati kerjasama antara petani mitra dengan PT East West Seed
Indonesia sehingga data yang dihasilkan oleh peneliti bernar-benar
valid dan sesuai dengan kondisi yang sedang diamati.
b. Wawancara
Selain menggunakan teknik observasi dalam penelitian ini
peneliti juga menggunakan metode wawancara, dengan metode ini
peneliti akan melakukan wawancara secara mendalam kepada subjek
peneliti agar mendapat data yang valid.
Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka,
ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-
pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan
dengan masalah penelitian kepada responden. Dalam wawancara
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tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai informasi yang
diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.30
Peneliti menggunakan jenis unstructured interview supaya
memperoleh keterangan yang lebih luas yang dapat menambah
informasi terkait Kerjasama antara petani mitra dengan PT East West
Seed Indonesia melalui tanya-jawab langsung dengan informan
sehingga mendapat informasi yang jelas mengenai Prosedur perjanjian
serta meninjau kerjasama yang dilakukan berdasarkan hukum ekonomi
syariah.
c. Dokumentasi
Selain menggunakan teknik observasi dan wawancara peneliti
juga menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah
teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek
penelitian, tetapi melalui dokumen.
Dokumen merupakan catatan tertulis yang disusun oleh
seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa dan
berguna bagi sumber data, bukti, informasi kealamiahan yang sukar
untuk ditemukan dan membuka kesempatan untuk memperluas
pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.31
Dengan teknik ini peneliti mengumpulkan dokumen secara
tertulis maupun tidak tertulis berupa gambar atau sebagainya yang
berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Hal ini dilakukan
30 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2008), 167-
168.
31 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 100.
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untuk menunjang dan melengkapi data peneliti yang dapat dijadikan
referensi, arsip serta bukti bahwa penelitian yang dilakukan peneliti
benar adanya. Dalam hal ini data yang paling utama ialah sejarah,
struktur organisasi PT East West Seed Indonesia juga Dusun Jatirejo,
Tempurejo, Sidodadi Kecamatan Jember. Selain itu juga buku terkait
hukum ekonomi syariah dan data-data lainnya.
E. Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan harian dan
bahan-bahan lain sehingga lebih mudah dipahami.32 Dalam penelitian ini
menggunakan metode analisis data deskriptif yaitu penelitian yang
bermaksud untuk membuat dekripsi mengenai situasi-situasi atau
kejadian-kejadian.33 Peneliti menggunakan metode tersebut dikarenakan
dalam skripsi yang peneliti teliti bukan dalam bentuk angka melainkan
dalam bentuk laporan atau deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk
mendapatkan informasi tentang berbagai kondisi dilapangan yang bersifat
proses, penentuan, dan penerapan terkait dengan kerjasama yang
dilakukan oleh Petani Mitra dengan PT East West Seed Indonesia.
F. Keabsahan Data
32 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2018),125.




Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat
menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data
yang telah ada.34
Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik dan
triangulasi sumber. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan
teknik pengumpula data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari
sumber yang sama. Triangulais sumber berarti mendapatkan data dari
sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.35 Dalam hal ini
teknik yang digunakan oleh peneliti ialah dengan melakukan observasi,
wawancara sekaligus dokumentasi.
G. Tahap-Tahap Penelitian
Suatu kegiatan ilmiah penelitian dilakukan melalui prosedur kerja
yang berurutan. Tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam
melakukan penelitian ialah sebagai berikut:
1. Tahap Persiapan
a. Obsevasi pendahuluan atau orientasi untuk mendapatkan informasi
awal atau gambaran umum tentang objek penelitian.
b. Membuat rancangan penelitian.
c. Mengurus surat ijin penelitian.
34 Djamal, Paradigma Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 92-93.
35 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2018),125.
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d. Menyusun pedoman penelitian (observasi, wawancara dan
dokumentasi).
2. Tahap Pelaksanaan
Pada tahap ini peneliti memahami fenomena yang terjadi
dilapangan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan
dengan fokus penelitian dari lokasi penelitian dengan metode
observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul
kemudian dianalisi dan dicek keabsahannya.
3. Tahap Analisi Data
Pada tahap ini penulis menyusun dan mengolah data secara
sistematis dan terinci sehingga data mudah dipahami yang diperoleh
melalui observasi non-partisipan, wawancara dan dokumentasi, setelah
itu penafsiran data sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti.
4. Tahap Penyelesaian
Tahap ini merupakan tahap akhir dari sebuah penelitian yang
sudah diolah, disusun, disimpulkan, diverifikasi dan selanjutnya
disajikan dalam bentuk penulisan laporan penelitian
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PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS
A. Gambaran Objek Penelitian
1. Gamaran Umum Lokasi Penelitian








Awal mulanya pada tahun 1915 Desa Sidodadi masih
merupakan hutan belantara termasuk wilayah Kecamatan Ambulu.
Tahun 1916 karena dengan adanya perpindahan penduduk dari
daerah lain yang ingin memperbaiki kehidupannya, maka
diputuskan oleh orang SI (Serikat Islam) memberanikan diri
mengusulkan pada Pemerintah Belanda untuk minta ijin membuka
atau membabat hutan di daerah ini, namun perlu diketahui bahwa
sebelum mendapat ijin atau restu dari Pemerintah Belanda orang-
orang di bawah pimpinan S.I telah memberanikan diri membabat
hutan, yang kemudian Pemerintah Belanda mengirimkan
pasukannya untuk menangkap orang-orang tersebut.
Tahun 1917 seorang pendatang baru di Desa Andongsari
Kecamatan Ambulu nama Pak Seban yang berasal dari Lamongan
bekas mandor Tebu Jatiroto yang menjadi Kemetuur Bank di Desa
Andongsari yang akhirnya dapat berhubungan langsung dengan
Pemerintah Belanda setempat untuk mengusulkan kembali untuk
melanjutkan bekas babatan hutan yang telah dilakukan oleh orang-
orang S.I.
Kemudian atas usul dari Pak Seban tersebut akhirnya
diterima oleh Pemerintah Belanda sehingga semua orang yang
ingin menetap di daerah ini akhirnya mendapat hak Yasan atas
tanah hasil babatannya yang dipergunakan untuk Perumahan dan
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lahan pertanian sehingga terbentuklah Perkampungan baru di Desa
Andongsari Kecamatan Ambulu.
Atas inisiatif Pak Tomoredjo Petinggi Desa Andongsari
Kecamatan Ambulu mengadakan musyawarah dengan Tetua Desa
untuk membahas Perkampungan baru tersebut, maka diputuskan
dengan suara bulat setuju bahwa Perkampungan baru tersebut pada
tahun 1917 untuk dijadikan Desa baru, yang terpisah dengan Desa
Induk (Desa Andongsari) dengan diberi nama : DESA
SIDODADI yang terdiri dari 2 Perkampungan yaitu : Kampung
Krajan dan Kampung Jatirejo.
Pada waktu itu jumlah penduduk 586 jiwa ( 135 KK ).
Luas wilayah ± 428,368 Ha. Kemudian hasil musyawarah tersebut
disampaikan pada Pemerintah Belanda untuk diadakan Pemecahan
atau Pemisahan Desa baru ( Desa Sidodadi ).
Pada tahun 1943 Desa Sidodadi mendirikan perkampungan
baru yang diberi nama Mandiku. Oleh Pemerintah Jepang dimasukan
dalam wilayah Desa Sidodadi dengan jumlah jiwa sebanyak 200 KK
dengan Kepala Kampung Pak Djojo Samidjan dan luas tanah hasil
babatan sejumlah ± 174,019 Ha. Sehingga pada tahun 1943 Desa
Sidodadi terjadi perubahan luas wilayah menjadi : 2645,377 Ha,
sedangkan status tanah Perkampungan Mandiku berstatus tanah
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milik Perhutani. Sehingga Desa Sidodadi sampai saat ini terbagi
menjadi tiga dusun yakni dusun krajan, mandiku dan jatirejo.
Adapun kepala desa yang pernah menjabat di Desa Sidodadi
hingga saat ini ialah sebagai berikut:
Tabel 4.1
Kepala Desa dan Masa Bakti Kepemimpinan
No. Nama Kepala Desa Masa Bakti Keterangan




3 KARIJONO 1948 -1952
4 SUTAMIN 1952-1965
5 MUSTA’IM  / P.SITI 1965 -1967 PJ
6 KOERDI. D 1967 – 1976 PJ
7 MARKOEM 1976 -1982 PJ
RUSDI 1982 - 1983 PJ
8 KOERDI. D 1983 -1986 TERPILIH
9 RUSDI 1986 -1990 PJ
10 MUSAFAR EFFY 1990 - 1998 PJ
11 SUKARIJANTO 1998 - 1999 PJ 1 th +  8 th
terpilih
12 SUPRAPTO 2007 S/D
2018
2 pereode
13 SUYONO 2019 S/D
Sekarang




Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Sidodadi





































Desa Sidodadi terletak  arah selatan dari ibukota kecamatan
Tempurejo dengan jarak ± 9 Km, termasuk wilayah kerja Korcam
Balung dengan  jarak ± 21 Km dan jarak dengan ibukota
Kabupaten ± 30 Km. Dengan luas wilayah seluruhnya ± 2645,377
Ha ( 26,453 Km ). Dengan bentangan yang terdiri dari dataran
rendah seluas ± 602,387 Ha dan berbukit-bukit seluas ± 2042,990
Ha.
b.2 Batas Wilayah
1. Sebelah Utara: Desa Jatimulyo dan Desa Pondok rejo
2. Sebelah Timur: Desa Curahtakir dan Desa Pondokrejo
3. Sebelah Selatan: Desa Wonoasri dan Desa Andongsari
4. Sebelah Barat: Desa Pontang
c. Topografi
Desa Sidodadi  pada umumnya beriklim  sedang dengan suhu
rata – rata 26 s/d 36 C dan ketinggian dari permukaan laut
18 s/d 25 meter, sedangkan curah hujan tiap tahun rata – rata 2000
s/d 2260 mm.
d. Jumlah Penduduk
Wilayah desa Sidodadi dihuni sebanyak 3191 KK dengan
keseluruhan jumlah penduduk sebanyak 11.064 Jiwa yang mana
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mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Hal tersebu dapat
dilihat ditabel berikut:
Tabel 4.3







1 Krajan 554 916 921 1837
2 387 713 705 1418
3 600 1100 1109 2209
Jumlah 1541 2729 2735 5464
4 Jatirejo 544 894 871 1765
5 Mandiku 457 786 805 1591
6 501 876 797 1673
7 148 296 275 571
Jumlah 1106 1958 1877 3835
Sumber: Dokumentasi Kantor Desa Sidodadi 2020
Tabel 4.4
Mata Pencaharian Desa Sidodadi
Mata Pencaharian L P Jumlah
Petani 2230 2191 4421
Buruh Tani 2190 2231 4421
PNS 27 21 48
Pengrajin Industri Rumah Tangga 22 17 39
Pedagang Keliling 29 16 45
Perawat Swasta 3 7 10
TNI 8 - 8
POLRI 4 - 4
Pensiunan 26 7 33
Pengusaha Kecil Menengah 13 15 28
Dukun - 5 5
Jasa Pengobatan Alternatif 6 3 9
Seniman 1 - 1
Karyawan 27 22 49
DLL 180 10 190
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Sumber: Dokumentasi Kantor Desa Sidodadi 2020
e. Lingkup Dusun Jatirejo
Dusun Jatirejo merupakan salah satu dusun yang ada di Desa
Sidodadi dengan jumlah penduduk ± 1665 terdiri dari 2 RW dan 7
RT dengan kepala desa yang bernama Pak Suparno.
Mata pencaharian warga Dusun Jatirejo sangatlah beragam
yakni sebagai pegawai negeri sipil, sumur bor, peternak, petani dan
lain sebagainya. Namun mayoritas penduduk dusun ini bekerja
sebagi petani, hal tersebut dikarenakan kesuburan tanah yang baik
yang menjadi salah satu potensi untuk bertani yang mengahasilkann
tanaman yang baik.
2. Gambaran Umum PT East West Seed Indonesia
a. Latar Belakang berdirinya PT East West Seed Indonesia
PT East West Seed Indoensia merupakan salah satu
perusahan benih sayuran serta buah-buahan terpadu pertama di
Indonesia yang berdiri sejak tahun 1990 dan diresmikan pada tahun
1991 oleh Menteri Pertanian Indonesia yang pada saat itu dijabat
oleh Ir Wardoyo. PT East West Seed Indonesia memiliki nama
dagang Cap Panah Merah yangmana perusahaan ini menghasilkan




Kantor pusat perusahaan ini berada di Desa Benteng,
Kecamatan Cempaka, Purwakarta, Jawa Barat. PT East West Seed
Indonesia terus membenahi sistem mutunya dengan sukses meraih
sertifikat Quality Management System ISO 9001:2000. Sertifikat
tersebut dikeluarkan oleh KEMA Registered Quality Indonesia,
sebuah badan sertifikat yang berpusat di Belanda yang menjadikan
sistem manajemen mutu PT East West Seed Indonesia sebagai
produsen benih unggul yang telah memenuhi standar internasional.
Tujuan utama perusahaan ini didirikan ialah dengan
maksud memberikan pelayanan yang baik bagi petani di Indonesia
dengan menghasilkan benih yang berkualitas baik sehingga dengan
demikian dapat membantu perkembangan pertanian di Indonesia.
PT East West Seed Indonesia cabang Jember merupakan
anak perusahaan yang didirikan pada tahun 2003 yang bergerak
pada bidang produksi benih yang bekerjasama dengan petani
polinasi untuk menghasilkan benih F1 yang selanjutnya benih akan
dikirim ke Purwakarta untuk pengemasan. PT East West Seed
Indonesia pada saat ini telah meluncurkan 136 varietas dari 23
kategori produksi bibit tanaman sayur dan buah seperti benih cabe,
semangka, kacang panjang, buncis, oyong, ketimun, melon, terong,
kangkung dan lain sebagainya.
b. Visi dan Misi PT East West Seed Indonesia
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Perusahaan ini didirikan dengan visi dan misi yang
terencana dan terarah yang mana visi dan misi tersebut sebagai
berikut:
 Visi: kami percaya pada benih sauran berkualitas tinggi dan
pelayanan terbaik untuk kesejahteraan petani.
 Misi:
a. PT East West Seed Indonesia menyediakan benih
sayuran berkualitas tinggi dan pelayanan terbaik untuk
kesejahteraan petani.
b. PT East West Seed Indonesia membantu petani dengan
pelayanan terbaik.
c. PT East West Seed Indonesia mendorong peningkatan
konsumsi sayuran.










Sumber: Dokumentasi Petani Kunci 2020
B. Penyajian Data dan Analisis
1. Pelaksanaan Kerjasama Petani Mitra dengan PT East West Seed
Indonesia di Dusun Jatirejo, Sidodadi,  Tempurejo Kabupaten
Jember
Salah satu cara untuk menunjang perekonomian hidup manusia
ialah dengan melakukan kerjasama. Terdapat berbagai macam bentuk
kerjasama yang dapat digunakan sebagai dasar dalam memulai suatu usaha
asalkan sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan semua pihak.
Praktik Kerjasama petani mitra dengan PT East West Seed
Indonesia merupakan kerjasama terkait pengelolaan benih tanaman
yangmana kerjasamaa ini terjadi di Dusun Jatirejo, Sidodadi,
Tempurejo Kabupaten Jember. Kerjasama ini berlangsung antara
petani dengan PT East West Seed Indonesia melalui perantara petani
kunci, sehingga perusahaan tidak berhubungan langsung dengan
petani.
Perusahaan ini berpusat di kota Purwakarta namun telah
memiliki berbagai cabang dibeberapa desa untuk memudahkan petani
dalam bermitra dan perusahaan untuk mengembangkan bisnis
usahanya. Sehingga para petani dapat terhubung menjalin kerjasama
dengan mendaftar ke ketua kelompok tani atau petani kunci yang ada
didaerahnya. Selain masyarakat dusun jatirejo masyarakat lain selain
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dusun jatirejopun dapat pula mendaftar sebagai petani mitra. Hal
tersebut dikatakan Pak Imam Karomen selaku petani kunci di Dusun
Jatirejo. Beliau mengatakan:36
“Kerjasama petani sama perusahaan itu hanya perihal
pengelolaan benih saja mbk, saya yang jadi perwakilannya jadi
perusahaan tidak berhubungan langsung tapi terkait kontrak
sama-sama tanda tangan jadi saya, perusahaan sama petani
yang daftar. Intinya saya hanya perantara dalam penyetoran
benih dan lainnya. Selain petani didusun ini petani diluar
dusun jatirejo juga boleh gabung menjadi petani mitra. Kalau
kantor pusat perusahaan PT East West Seed Indonesia itu ada
di purwakarta tapi memang punya cabang dimana-mana”.
Terkait bentuk kerjasama yang terjadi antara petani dengan PT
East West Seed Indonesia pak imam karomen juga menjelaskan:
“Kalau bentuk perjanjiannya kami sistemnya kontrak tanda
tangan perjanjian, disitu nanti ada persyaratan-persyaratan
kalau mau gabung keperusahaan”.
Berdasarkan penjelasan bapak karomen kerjasama petani
dengan pihak perusahaan merupakan perjanjian tertulis yang tertuang
dalam surat perjanjian. Dengan begitu kerjasama tersebut
menimbulkan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Adapun
kewajiban pihak pertama (PT East West Seed Indonesia) ialah sebagai
berikut:37
a. Memberikan stock seed jantan dan betina, baik berupa bunga atau
pollen jantan, kepada pihak kedua sesuai dengan standar dan
jumlah target pihak pertama.
36 Imam Karomen, Wawancara, Jember, 10 Juni 2020.
37 Surat Perjanian Kerjasama PT East West Seed Indonesia Cabang Jember Dusun Jatirejo.
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b. Menyediakan instruksi atau teknisi lapangan yang bertugas sebagai
penyuluh “teknologi produksi benih” untuk pihak kedua.
c. Menetapkan prosedur kerja dan ketentuan standar sebagai
pedoman bagi pihak kedua dalam melakukan kegiatan produksi
benih.
d. Mengawasi pencabutan semua tanaman off-type yang ada
dilapangan baik pada tetua jantan maupun betina dan memberikan
kompensasi kepada pihak kedua apabila roguing melebihi 2,5%
(dua koma lima persen) pada tetua betina.
e. Menyediakan kantong dan label untuk menyimpan semua hasil
benih kering dan bersih yang dihasilkan pihak kedua.
Sedangkan hak dari pihak pertama ialah sebagai berikut:38
a. Melakukan pengawasan dan inspeksi lahan terhadap semua
kegiatan produksi benih yang dilakukan pihak kedua.
b. Memusnahkan benih-benih substandary yang dikirim ke
Purwakarta.
c. Melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak apabila kondisi
tanaman dilapangan tidak memenuhi syarat untuk menghasilkan
benih dengan mutu/kualitas sebagaimana dimaksud dalam
perjanjian berdasarkan penilaian dan pemeriksaan pihak pertama.
d. Membeli semua benih yang dihasilkan pihak kedua dengan
keterangan mutu/kualitas sebagaimana dimaksud dalam perjanjian.
38 Surat Perjanian Kerjasama PT East West Seed Indonesia Cabang Jember Dusun Jatirejo.
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Kewajiban pihak kedua selaku pengelola ialah sebagai
berikut:39
a. Menggunakan stock seed sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a
untuk menghasilkan benih sayuran dan menyerahkan kelebihan stock
seed yang tidak digunakan kepada pihak pertama.
b. Menjaga mutu/kualitas benih dengan hanya memelihara buah-buah
yang berasal dari bunga tetua betina yang telah diernakulasi dan
dikawin silang dengan bunga tetua jantan sesuai dengan prosedur
kerja yang telah ditetapkan oleh pihak pertama.
c. Melaksanakan semua kegiatan proses produksi benih berdasarkan
semua instruksi/petunjuk yang diberikan oleh instruktur atau
teknisi lapangan pihak pertama.
d. Menjaga lahan produksi benihnya terhadap kemungkinan
terjadinya kontaminasi genetik dari tanaman-tanaman pada lahan
sekitarnya dengan melaksanakan ketentuan standar isolasi lahan
bagi produksi benih yang telah ditetapkan pihak pertama. Untuk
itu, pihak kedua harus selalu mengadakan pendekatan dengan
petani pengelola lahan sekitarnya agar ketentuan isolasi lahan
produksi benih dapat dilaksanakan dengan baik.
e. Dengan sepengetahuan pihak pertama, pihak kedua akan mencabut
semua tanaman off-type yang ada dilapangan, baik pada tetua
jantan maupun tetua betina. Hasil ro guing yang melebihi 2,5%
39 Surat Perjanian Kerjasama PT East West Seed Indonesia Cabang Jember Dusun Jatirejo.
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(dua koma lima persen) pada tetua betina akan mendapatkan
kompensasi dari pihak pertama sesuai dengan ketentuan dari pihak
pertama.
f. Melakukan langkah-langkah pengamanan terhadap tanaman yang
diproduksi benihnya agar tidak rusak dan dicuci oleh pihak lain.
g. Menyimpan semua benih kering dan bersih yang telah dihasilkan
dalam kantong yang disediakan pihak pertama dan memberikan
label yang disediakan pihak pertama pada masing-masing kantong
yang berisi informasi mengenai nomor perjanjian, nama petani,
klas benih, kode produksi, no lot/sub lot, dan bobot benih. Kantong
yang tidak diberi label tidak akan diperhitungkan sebagai hasil.
h. Menjual semua benih yang dihasilkan dengan keterangan dan
mutu/kualitas sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kepada
pihak pertama.
Sedangkan hak pihak kedua yakni sebagai berikut:40
a. Mendapatkan stock seed dari pihak pertama sesuai dengan standar
dan jumlah target pihak pertama.
b. Mendapatkan penyuluhan “teknologi produksi benih” dari
instruktur atau teknisi lapangan yang disediakan pihak pertama.
c. Mendapatkan bimbingan dari pihak pertama sesuai dengan
prosedur kerja dan ketentuan standar yang telah ditetapkan.
40 Surat Perjanian Kerjasama PT East West Seed Indonesia Cabang Jember Dusun Jatirejo.
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d. Mendapatkan kompensasi dari pihak pertama sesuai dengan
ketentuan dari pihak pertama apabila roguing melebihi 2,5% (dua
koma lima persen) pada tetua betina.
e. Mendapatkan kantong dan label dari pihak pertama untuk
menyimpan semua hasil benih kering dan bersih yang dihasilkan.
Kemudian beliau (imam karomen) menjelaskan terkait cara
petani mendaftar sebagai petani mitra yakni beliau mengatakan:41
“Kalau pengen bekerjasama dengan PT East West Seed
Indonesia cukup mudah mbk, bisa langsung datang saja
kerumah saya menyerahkan fotocopy KTP, pokoknya
orangnya mau serius dan taat peraturan itu cukup. Kalau soal
lahan pertanian perusahaan memang tidak menyediakan jadi
petani sendiri yang menyediakan entah sewa ataupun milik
pribadi. Nanti saya tinggal bilang keatasan kalau ada yang
bergabung. Biasanya mas rayi nanti yang menyerahkan legal
kontraknya tinggal tanda tangan, selesai dan nanti dikasih
arahan sama mas rayinya”.
Berdasarkan penjelasan petani kunci mengenai persyaratan
yang harus dimiliki oleh petani untuk bergabung menjadi petani mitra,
petani bisa langsung datang ke petani kunci dan menyerahkan fotocopy
kartu tanda penduduk. Sebelum itu, petani juga harus memiliki lahan
yang sesuai untuk dijadikan produksi benih, lahan tersebut boleh milik
sendiri atau lahan sewa. Setelah itu jika petani bersedia menjadi petani
mitra dapat langsung tanda tangan kontrak perjanjian kerjasama.
Modal yang diberikan oleh perusahaan kepada petani hanya
berupa benih saja sedangkan biaya perawatan seperti pupuk, obat dan
sebagainya untuk pengelolaan benih tersebut tidak disediakan oleh
41 Imam Karomen, Wawancara, Jember, 10 Juni 2020.
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pihak perusahaan. Namun perusahaan menyediakan dana yang
dibutuhkan dari biaya perawatan tersebut yang nantinya uang tersebut
akan dipotong otomatis saat setor bibit tanaman yang sudah panen. Hal
ini dijelaskan oleh Pak Rom, beliau mengatakan:42
“Untuk modal yang diberikan oleh pihak perusahaan itu hanya
berupa benihnya saja mbk kalau soal penanaman, perawatan,
terkait pupuk dan sebagainya itu dari pihak petani. Tapi nanti
perusahaan akan memberikan dana kepada petani untuk biaya
perawatan pengelolaan benih yang nantinya saat pembagian
keutungan bakal dipotong. Contohnya jika petani pijam uang
saya Rp 7.000.000,- dan saat panen tiba petani bisa dapat
keuntungan Rp 15.000.000,- jadi tinggal motong Rp
15.000.000 - Rp 7.000.0000  = Rp 8.000.000”.
Petani mitra lainnya yakni Pak Rahmat juga menjelaskan
terkait pemberian modal yang diberikan oleh perusahaan. Beliau
mengatakan:43
“Kami para petani itu hanya dikasih modal berupa benih saja
mbk dan itu terserah kita mau minta berapa soal obat-obatan,
pupuk dan lainnya dananya sebenarnya juga dari perusahaan
namun dana biaya perawatan itu bakal dipotong dari
pendapatan kami jadi kayak istilahnya perusahaan memberikan
pinjama kepada kami”.
Hal tersebut juga dikatakan serupa oleh pak Rom, beliau
mengatakan:44
“Perusahaan ngasih modal itu hanya benih mbk tapi itu sudah
cukup membantu kami para petani selain itu juga perushaan
42 Imam Karomen, Wawancara, Jember, 10 Juni 2020.
43 Rahmat, Wawancara, Jember, 10 Juni 2020.
44 Rom, Wawancara, Jember, 8 Oktober 2019.
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memberikan dana untuk biaya perawatannya walaupun
nantinya dipotong dari hasil pendapatan yang kami peroleh”.
Berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan yakni
pengelolaan benih yang dilakukan oleh petani mitra, petani dapat
memilih benih sesuai yang diinginkan bisa sayur-sayuran juga buah-
buahan selama benih yang diminta sesuai kondisi atau cuaca.
Dalam proses pengelolaan benih sayuran ataupun buah-buahan
yang ditanam harus sesuai dengan prosedur kerja dan ketentuan
standar. Yangmana benih yang ditanam harus hasil dari polinasi (Po)
atau bisa dikenal dengan istiah hasil dari proses perkawinan silang.
Jika tidak dengan melalui polinasi maka benih tidak diterima
dikarenakan tanaman yang tidak dengan hasil polinasi mengahasilkan
tanaman yang kurang bermutu sehingga pihak perusahaan tidak dapat
menerimanya, terlebih perusaahaan ini mengunggulkan bibit yang
berkualitas baik. Hal tersebut dijelaskan oleh pak imam karomen,
beliau mengatakan:45
“Kerjasama dengan perusahaan ini itu bisa memilih mau
menanam tanaman jenis apa, bisa buah dan juga bisa sayuran
tergantung minat dan keahlian yang dimiliki petani asalkan
hasilnya sesuai dengan standar yang diberikan oleh
perusahaan”.
45 Imam Karomen, Wawancara, Jember, 10 Juni 2020.
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Hal tersebut juga dijelaskan oleh pak muhsin selaku anggota
kelompok petani mitra Dusun Jatirejo. Beliau menjelaskan:46
“Kerjasama dengan perusahaan enak kok mbk soalnya kita
bisa milih mau menanam apa jadinya bebas, tapi prosesnya
harus sesuai sama prosedur perusahaan yaitu melalui proses
polinasi atau perkawinan silang. Soal kenapa kok harus
melalui proses polinasi itu supaya mendapatkan kualitas yang
bagus. Jadi kitapun harus hati-hati juga saat menanam jangan
sampai ada bibit yang belum polinasi tercampur dengan
yang sudah polinasi atau hasil polinasi yang gagal tercampur
dengan yang polinasi yang tidak gagal. Sekalinya ada yang
tercampur semua bibit yang kita panen sama perusahaan tidak
diterima dan kemudian dibakar begitu saja, jadi kita bisa-bisa tidak
dapat penghasilan”.
Selain itu pak rahat juga memberikan tanggapan yang sama
terkait pengelolaan benih. Beliau mengatakan:47
“Jadi petani mitra ini sebenarnya menguntungkan mbk tapi
proses dalam pengelolaannya itu juga cukup sulit dan juga
harus hati-hati. Proses pengelolaannya itu menggunakan sistem
polinasi atau perkawinan silang dan tidak semudah itu dalam
melakukan proses polinasi masih memerlukan beberapa
tahapan untuk menghasilkan benih yang berkualitas sesuai
dengan standar perusahaan. Cuma diperusahaan ini enaknya
benihnya bisa milih”.
Setelah masa panen tiba petani hanya akan memanen benihnya
saja sedangkan dari daging sayur atau buah dibuang begitu saja atau
siapapun dapat mengambilnya. Jadi sebagai contoh seperti cabe,
petani hanya mengambil bijinya saja sedangakan daging cabe
dibuang, begitu pula dengan buah seperti melon yang hanya akan
46 Muhsin, Wawancara, Jember, 13 November 2019
47 Rahmat, Wawancara, Jember, 10 Juni 2020.
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diambil benihya saja sedangkan daging melon tidak dipergunakan.
Jika selama proses pemanenan terdapat benih yang gagal dalam proses
polinasi, yang tidak sengaja tercampur dengan benih yang berhasil,
maka benih-benih yang ditanam petani tidak dapat diterima oleh
perusahaan dan kerugian akan ditanggung dari pihak petani. Hal
tersebut dapat terdeteksi saat uji laboratorium. Benih yang dihasilkan
memenuhi standar perusahaan harus disetorkan kepada petani kunci
tidak boleh kepihak lain  atau dijual kepihak lain karena hal tersebut
tidak sesuai kontrak yang telah diperjanjikan. Setelah benih disetorkan
ke petani kunci nantinya akan diambil oleh pihak perusahaan. Hal
tersebut dijelaskan oleh Pak Imam Karomen, beliau mengatakan:48
“Jika sudah masuk masa panen maka nanti yang diambil
bibitnya saja soalnya kitakan kerjasamanya terkait pengelolaan
bibit jadi daging buah atau sayur tidak dipergunakan. Kita
hanya mengambil bibitnya saja setelah itu dikeringkan dan
disetorkan kesaya dan tidak boleh kepihak lain karena kan
modal dari kami mbk dan ada dalam perjanjian jika dijual
kepihak lain artinya petani tersebut melanggar kontrak, jika
sudah disetorkan nanti saya kabari pihak perusahaan dan akan
diambil dipihak perusahaan untuk diproses dan tes apakah
sesuai standar atau tidak”.
Pak Samin juga menambahkan, beliau berkata:49
“Benih-benih yang dihasilkan petani ya memang harus
diserahkan atau isilahnya dijuallah ke kami soanya sebelum
petani itu bergabung mereka sudah tanda tangan kontrak yang
mengharuskan menjual kepada kami jika ternyata ada yang
menjual selain kepada kami artinya mereka melanggar kontrak
dan perjanjian ini akan batal mbk, jika memang demikian kami
48 Imam Karomen, Wawancara, Jember, 10 Juni 2020.
49 Samin Ahmad Abidin, Wawancaea, Jember, 23 Juli 2020
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akan meminta denda aau berupa ganti rugi yang nanti kami
musyawarahkan”.
Perihal pembagian keuntungan dalam kerjasama ini sesuai
dengan hasil pengelolaan benih petani, semakin banyak benih yang
dihasilkan oleh petani, semakin banyak pula keuntungan yang
didapatkan. Jadi pembagian keuntungannya tergantung seberapa berat
hasil panen benih yang didapatkan dan juga tegantung dengan bibit
tanaman yang dikelola karena harga setiap tanaman berbeda-beda.
Pendapatan yang diterima oleh petani berasal dari dari total
penerimaan dikurangi total biaya yang dikeluarkan selama proses
produksi. Sebagai contoh tanaman timun yang dihargai sekitar Rp Rp
300.000 sampai 600.000 per kgnya. Dan harga tersebut dapat berubah-
ubah. Biasanya petani dalam sekali panen mendapatkan bibit sekitar
25-50 kg dengan harga perkilonya sekitar Rp 600.000,- sehingga total
keuntungan yang diperoleh sebanyak kurang lebih Rp 15.000.000
rupiah. Pendapatan tersebut nantinya akan dipotong biaya operasional
(biaya yang diberikan perusahaan untuk perawatan pengelolaan benih)
5-8 juta sesuai jumlah bibit dan luas lahan sehingga total pendapatan
bersihnya ialah Rp 15.000.000 ̶ Rp 5.000.000 = Rp 10.000.000.
Keterangan ini dijelaskan oleh Pak Rom selaku anggota petani mitra,
beliau mengatakan:50
50 Rom, Wawancara, Jember, 8 Oktober 2019.
digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id — digilib.iain-jember.ac.id
66
“Kerjasama inikan terkait pengelolaan bibit mbk, jadi nanti
waktu panen yang diambil hanya benihnya saja seperti
semangkapun yang diambil bijinya saja. Terkait pembagian
keuntungan, itu setiap petani berbeda-beda tergantung dari
jenis bibit yang dikelola dan juga seberapa banyak bibit yang
dihasilkan oleh petani, jadi semakin banyak bibit yang
dihasilkan semakin banyak pula keuntungannya. Biasanya
kalau timun itu sama perusahaan dihargai sekitar Rp 300.000
sampai Rp 600.000,- per kilonya untuk melon sekitar Rp
500.000,- perkilonya dan masih banyak tanaman-tanaman
polowijo lainnya. Biasanya dalam sekali panen itu bisa
mencapai 25-50 Kg mbk jadi sekali panen itu lumayan mbk,
saya bisa beli motor.51
Hal yang sama juga dikatakan oleh Pak Muhsin, beliau
mengungkapkan:52
“Kalau sudah waktunya panen ya kita manen mbk bedanya
kita Cuma ambil benihnya saja soalnya pihak perusahaan
hanya memerlukan bibitnya saja sedangkan daging buah atau
sayuran tidak digunakan, biasanya nanti kami taruh pinggiran
jalan barangkali ada yang mau soalnya kan sayang kalau mau
dibuang begitu saja. Kadang-kadang juga saya bawa pulang
beberapa kalau pengen bawa pulang”.
Selain itu Pak Rahmat juga menjelaskan terkait masa panen
tanaman yang dikelola, beliau mengatakan:53
“Pendapatan yang kami terima cukup besar mbk tapi biaya
perawatannnya juga besar, jadi hitungannya itu kalau saya
seumpama saya waktu panen menghasilkan 25 kg benih
kacang panjang yang dihargai Rp 300.000/kg oleh perusahaan
tinggal kalikan saja, 25 kg × Rp 300.000 = Rp  7.500.000 itu
masih pendapatan kotornya nanti dikurangi lagi sama biaya
perawatan yang diberikan perusahaan kepada kami, kita
51 Rom, Wawancara, Jember, 8 Oktober 2019.
52 Muhsin, Wawancara, Jember, 13 November 2019.
53 Rahmat, Wawancara, Jember, 10 Juni 2020.
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anggap 2,5 juta jadi pendapatan bersihnya Rp 7.500.000 ̶ Rp
2.500.000 = Rp 5.000.000”.
Bila terjadi suatu kerugian yang disengaja atau tidak disengaja,
maka semua itu ditanggung oleh pihak petani. Dan untuk pembayaran
hasil panen bibit petani, petani menunggu kurang lebih 30 hari setelah
benih disetorkan kepada perusahaan, sehingga petani tidak menerima
pembayaran langsung melainkan harus menunggu terlebih dahulu.
Beberapa petani mengaku bahwa seperempat tanaman yang dikelola
disetorkan ke pasar untuk menghasilkan keuntungan lebih cepat tanpa
menunggu beberapa hari, jadi benih dari perusahaan tidak sepenuhnya
disetorkan ke pihak perusahaan. Penjelasan tersebut berdasarkan
keterangan Pak Rom yang mengatakan:54
“Kalau waktu panen itu harus hati-hari mbk, lihat benang yang
saya tandai ada benang warna merah dan warna biru dan yang
diambil itu benang yang merah saja yang artinya tanaman itu
hasil polinasinya berhasil. Jika tercampur beberapa biji saja
saya bisa rugi mbk. Jadi benang biru yang telah gagal dalam
proses perkawinan silang saya jual ke pengepul atau pasar
daripada dibakar lebih baik saya jual. Soalnya kan sayang kita
sudah tanam berbulan-bulan terus mau dibakar saja dan tidak
dapat penghasilan. Semua tanaman ini tidak serta merta saya
berikan semua ke perusahaan mbk biasanya 2 baris (tanaman
cabe) ini saya pakai dan saya jual sendiri kepasar supaya dapat
uangnya cepat kalau nunggu pembayaran cukup lama mbk
sekitar 30 harian jadi sampingannya itu saya serahkan ke
pengepul”.
54 Rom, Wawancara, Jember, 8 Oktober 2019.
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Penjelasan lain dari Pak Rahmat, beliau mengatakan:55
“Kemungkinan rugi itu pasti pernah terjadi bahkan saat saya
menanampun pasti ada aja tanaman yang gagal dalam proses
polinasi jadi memang harus jeli, kalau ingin dapat pendapatan
yang cukup memang harus sabar mbk, bila rugi hasilnya sama
perusahaan akan dibakar jadi tidak diterima yang berhasil nanti
yang diterima tapi bila saat panen ada yang tercampur secara
tidak sengaja antara hasil polinasi berhasil dengan yang tidak
berhasil maka saya akan rugi mbk pihak perusahaan tidak akan
menerima dan saya juga harus mengembalikan dana yang telah
diberikan untuk perawatan pengelolaan tanaman”.
Terkait hal yang sama Pak Muhsin juga menjelaskan perihal
kerugian, beliau mengatakan:56
“Pendapatan yang diterima oleh petani itu hasil dari benih
yang kami peroleh dikurangi dengan biaya perawatan seperti
obat, pupuk dan lainnya jadi itu pendapatan bersihnya kalau
menyangkut kerugian itu pasti ada mbk, pasti dalam
pengelolaan bibit tanaman dengan sistem polinasi pasti ada
yang gagal yang penting jangan sampai tercampur, untuk hasil
polinasi gagal kami jualnya kepengepul soalnya pihak
perusahaan tidak menerima hasil polinasi yang gagal
sedangkan yang berhasil ya saya setoran ke petani kunci mbk,
kalaupun tidak sengaja tercampur tetep itu tanggungjawab
petani karena kan pihak perusahaan sudah menetapkan stadar
untuk bibitnya”.
Petani yang berada di Dusun Jatirejo memilih untuk
melakukan kerjasama dengan PT East West Seed Indonesia dengan
alasan bahwa dengan menjalin kemitraan dengan perusahaan
mendapatkan keuntungan yang banyak dengan persyaratan yang
cukup mudah. Padahal dalam ini kerugian yang didapat cukup besar
55 Rahmat, Wawancara, Jember, 10 Juni 2020.
56 Muhsin, Wawancara, Jember, 13 November 2019.
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karena semua kerugian hanya akan ditanggung oleh pihak petani di
sengaja maupun tidak perusahaan tetap tidak menanggung terkait hal
tersebut dan tetap menjadi tanggung jawab pihak petani.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terkait Kerjasama Petani Mitra
dengan PT East West Seed Indonesia di Dusun Jatirejo, Sidodadi,
Tempurejo Kabupaten Jember
Hukum ekonomi syariah merupakan kumpulan prinsip, nilai,
asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar
subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat
komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunah.57
Sehingga dalam hal ini segala aspek kegiatan telah diatur didalamnya
untuk kemaslahatan semua pihak, termasuk dalam melakukan suatu
kerjasama. Kerjasama yang baik harus sesuai dengan syariat dan
prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang adil, jujur dan
memberikan manfaat.
Kerjasama antara petani mitra dengan PT East West Seed
Indonesia di Dusun Jatirejo ini tidak menamainya dengan akad
mudharabah hanya dengan sistem kerjasama kemitraan. Pola
kemitraan ini ialah suatu kerjasama antara penguasa dengan petani
dalam upaya mendapatkan bibit unggul, yangmana pola kemitraan ini
57 Muhamad Kholid, “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang
Perbankan Syariah”, Asy-Syari’ah, Vol 2 Nomor 2 (Desember 2018), 147-148.
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dalam hukum ekonomi syariah dinamakan sebagai akad kerjasama
dengan sistem mudharabah.
Mudharabah Menurut fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-
MUI/IV/2000 ialah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada
pihak lain untuk kegiatan usaha yang produktif. Selanjutnya dalam
poin kedua menerangkan bahwa dalam pembiayaan mudharabah
pemilik modal (shahibul maal) membiayai 100% kebutuhan suatu
proyek (usaha) sedangkan pengusaha bertindak sebagai pengelola
(mudharib).58
Dalam hukum ekonomi syariah kerjasama mudharabah
hukumnya ialah boleh yang berlandaskan pada surat Al-Muzammil
ayat 20 yang berbunyi:59
....ۙ◌ َخُروَن َيْضرِبـُْوَن ِىف اْألَْرِض يـَْبتَـُغْوَن ِمْن َفْضِل اهللاِ .......َواٰ 
“.....Dan mereka yang lain berjalan diatas bumi untuk menuntut
karunia Allah SWT.....”.
Hal ini diperkuat dalam Hadits Rasulullah  SAW yang pada
dasarnya menganjurkan untuk berusaha lebih mengisyaratkan dengan
melalui usaha kemitraan dengan pihak lain untuk saling tolong-
menolong agar mendaptkan keuntungan.





َعْن َصاِلِح ْبِن ُصَهْيٍب َعْن اَبِِه قَاَل : قَاَل َرُسْو َل اِهللا َصلَّى اهللاُ 
بِا الشَِّعْريِ لِْلبَـْيِت َال َعَلْيِه َوَسلََّم َثَالٌث ِفْيِهنَّ البَـَر َكٌة البَـْيُع ِاَىل َاَجٍل َواملَُقاَرَضُة َواْخَلُط البـُرِّ 
لِْلبَـْيِع (رواه ابن ماجه)
“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual
beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur
gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk
dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)
Kerjasama yang terjalin antara petani mitra dengan PT East
West Seed Indonesia yang terlihat dilapangan belum sepenuhnya
memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum ekonomi
syariah disebabkan karena belum ada kesetaraan dalam pembagain
keuntungan dan kerugian.
Adapun terkait dengan kerugian masih memberatkan pihak
pengelola yang terlihat dalam surat perjanjian yang dicantumkan pihak
kedua bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal yang pertama terjadi
atau terdapat situasi musim yang tidak memungkinkan atau bencana
alam dan atau kejadian lain yang tidak terduga yang dapat berakibat
terhadap kondisi pertanaman atau produksi benih dilapangan kuantitas
dan kualitas benih yang dihasilkan. Dan yang kedua terjadi kegagalan
produksi karena kesalahan pihak kedua.
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Semestinya dalam ketentuan hukum ekonomi syariah jika ada
kerugian yang bukan karena kesengajaan, kelalaian dan/atau
pelanggaran kesepakatan maka akan ditanggung sepenuhnya oleh
pihak pemilik modal (shahibul maal). Dalam Pasal 252 KHES juga
menerangkan bahwa kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan
dalam kerjasama mudharabah yang terjadi bukan karena kelalaian
mudharib dibebankan pada pemilik modal.
Selain itu karena tidak berimbangnya antara kerugian dan
penghasilan yang diterima, penulis menemukan beberapa petani juga
melakukan hal diluar kontrak dengan kata lain terdapat beberapa petani
secara diam-diam memakai benih untuk kepentingannya sendiri seperti
beberapa benih yang dihasilkan disetorkan kepasar atau pengepul agar
memperoleh hasil yang lebih cepat. Hal tersebut disebabkan karena
untuk memperoleh keuntungan atau penghasilan dari hasil kerjasama,
petani menunggu waktu beberapa hari.
Jika dalam kerjasama tersebut salah satu pihak berbuat sesuatu
diluar perjanjian maka kerjasama tersebut dapat dinyatakan batal.
Dalam islam perbuatan seperti itu sangat dilarang karena melakukan
suatu kecurangan yang dapat merugikan orang lain. Islam selalu
mengajarkan umatnya untuk selalu menepati janji, berbuat jujur, adil
dan dapat dipercaya sebagaimana ayat al quran yang berbunyi60:




Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-
janji.....” (QS Al-Maidah: 1)
Perjanjian semacam itu yakni perjanjian petani mitra denga
perusahaan juga dijelaskan dalam Undang-Undang pasal 19 Undang-
Undang No. 21 tahun 2008 adalah akad kerja sama suatu usaha antara
pihak pertama (bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan
pihak kedua (nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan
membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang
dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya
oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang
disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
Perjanjian tersebut merupakan perjanjian tertulis dengan sistem
perjanian baku yang artinya isi perjanjian yang dibuat oleh perusahaan
telah distandarisasi (dibakukan) terlebih dahulu secara sepihak
sehingga tidak dibuat bersama dengan petani. Hal tersebut jika
berdasarkan prinsip syariah sangat tidak cocok karena dalam prinsip
syariah kesepakatan tidak boleh ditetapkan sepihak, sehingga nisbah
bagi hasil haruslah jelas disepakati. Besarnya rasio bagi hasil bisa lebih
besar untuk perusahaan atau sebaliknya dan tidak menutup
kemungkinan nisbah bagi hasil tersebut sama bagi kedua belah pihak.
Dalam prakteknya pembagian nisbah yang diterima perusahaan relatif
lebih besar dari petani dan dalam hal ini akan memunculkan
perdebatan diakhir jika tidak dipelajari terlebih dahulu.
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Sehingga dalam hal ini pengetahuan petani maupun pihak
perusahaan terkait akad kerjasama yang ada dalam hukum ekonomi
syariah sangatlah penting untuk dipelajari sebelum melaksanakan
suatu kerjasama, supaya kerjasama yang dilakukan berjalan baik dan
menguntungkan semua piha dan tidak ditemukan beberapa perjanjian
yang tidak seimbang yang mengakibatkan kecurangan sehingga
membuat batal suatu perjanjian.
B. Pembahasan Temuan
Bermuamalah merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh
seorang dengan seorang atau beberapa orang dalam memenuhi
kebutuhan masing-masing pihak. Dalam hukum ekonomi syariah telah
menetapkan hukum bagi seseorang dengan orang lain dalam persoalan
ekonomi dengan memperhatikan kemaslahatan semua pihak.
Pada prinsipnya para ulama dan fuqaha menetapkan kebolehan
dalam muamalah sebagaimana kaidah fiqih yang berbunyi61:
َيُد لَّ َدلِْيٌل َعَلى َحتْرِميَِْها .اَألَ ْصُل ِىف اْلُمَعاَمَال ِت اْإلِ بَاَحُة ِإالَّ َأنْ 
Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya".
Dalam praktiknya banyak sekali manusia menganggap remeh
kegiatan muamalah dengan tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan
61 Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Masalah-masalah yang
Praktis (Jakarta: Pranamedia, 2011), 185.
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yang ada dalam syariat islam. Kerjasama dapat dikatakan sah apabila
memenuhi rukun dan syarat dalam hukum ekonomi syariah.
Berhubung kerjasama ini dalam hukum ekonomi syarih disebut dengan
sistem kerjasama mudharabah berikut rukun, syarat dan ketentuan-
ketentuan dalam akad mudharabah yang harus terpenuhi:
1. Para Pihak (Pemilik Dana dan Pengelola)
Syarat para pihak dalam melakukan kerjasama ialah cakap
hukum. Para pihak yang melakukan kerjasama dalam penelitian ini
ialah petani dan PT East West Seed Indonesia. Dalam
pelaksanaannya sesuai dengan hukum ekonomi syariah yangmana
kedua belah pihak sama-sama dewasa, berakal dan atas kehendak
sendiri dibuktikan saat pendaftaran menyetorkan kartu tanda
penduduk (KTP).
2. Shighat (Ucapan dari kedua belah pihak)
Shighat terdiri dari ijab dan qabul yang berarti suatu
pernyataan memberi dan menerima dari kedua belah pihak sebagai
tanda kesepakatan atau persetujuan atas apa yang sedang
ditransaksikan. Kerjasamaa yang dilakukan oleh petani dengan PT
East West Seed Indonesia shighat dalam hal ini telah dituangkan
secara tertulis melalui surat perjanjian kerjasama. Isi dari
perjanjian tersebut berisi hal-hal yang bersangkutan terkait
pengelolaan benih tanaman seperti identitas para pihak , hak dan
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kewajiban dan lain sebagainya yang dibuktikan dengan tanda
tangan kedua belah pihak.
3. Modal
Hal dasar dari suatu kerjasama adalah modal. Dengan
adanya modal seseorang dapat memulai suatu usaha yang
diinginkan. Dalam kerjasama antara petani mitra dengan PT East
west Indonesia modal yang diberikan oleh perusahaan hanya
berupa benihnya saja sedangkan biaya perawatan dan lahan
pertanian berasal dari pihak petani.
4. Kegiatan Usaha
Kerjasama antara petani mitra dengan PT East west Seed
Indonesia merupakan kerjasama terkait pengelolaan benih
tanaman. Petani dapat memilih benih sesuai yang diinginkan bisa
sayur-sayuran juga buah-buahan selama benih yang diminta sesuai
kondisi atau cuaca.
Dalam proses pengelolaan benih sayuran ataupun buah-
buahan yang ditanam harus sesuai dengan prosedur kerja dan
ketentuan standar. Yangmana benih yang ditanam harus hasil dari
polinasi (Po) atau bisa dikenal dengan istiah hasil dari proses
perkawinan silang.
5. Pendapatan/ Keuntungan
Dalam hukum ekonomi syariah ketentuan keuntungan pada
akad mudharabah berasal dari jumlah yang didapat sebagai
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kelebihan dari modal. Jumlah bagi hasil untuk petani mitra
ditentukan berdasarkan seberapa banyak hasil panen benih yang
dikelola. Semakin banyak benih yang dipanen semakin banyak
pula keuntungan yang didapatkan yang selanjutnya pendapatan
petani atau keuntungan yang diperoleh petani berdasarkan total
penerimaan dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan pada
saat pengelolaan benih tanaman. Pembagian keuntungan tersebut
sesuai dengan surat perjanjian kerjasama namun tidak menutup
kemungkinan bahwa dalam suatu usaha terjadi kerugian.
Pada sistem kerjasama antara petani mitra dengan PT East
West Seed Indoensia terkait kerugian semua tanggung jawab pihak
petani sedangkan seharusnya dalam akad mudharabah kerugian
ditanggung oleh pihak pemilik modal (shahibul maal). Sehingga
hal inilah yang membuat perjanjian menjadi belum sah. Mengingat
bahwa lahan yang digunakan dan biaya perawatan berasal dari
pihak petani yang seharusnya juga semua hal tersebut disediakan
oleh pihak perusahaan.
6. Ketentuan-ketentuan
Ketentuan dan syarat umum pada surat perjanjian
kerjasama petani mitra dengan PT East West Seed Indonesia ialah
sebagai beriku:
a. Lahan dalam surat perjanjian dijelaskan bahwa lahan untk
produksi benih adalah lahan yang dikelola secara sah oleh
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pihak kedua (petani) menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia dan dinilai oleh pihak pertama
(perusahaan) memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai lahan
produksi benih dari jenis/varietas tanaman yang telah
disepakati. Namun peneliti menemukan pada hasil wawancara
bahwa lahan yang digunakan untuk produksi benih boleh hasil
sewaan kepada orang lain dan tidak harus milik pribadi
yangmana dalam hal ini tidak sesuai dengan ketentuang yang
ada dalam perjanjian.
b. Dalam surat perjanjian juga memuat larangan yang dilakukan
oleh pihak kedua (petani) yang berisi:
a) Mengalihkan hak atas pengelolaan dan/atau
kepemilikan lahan untuk produksi benih kepada pihak
lain selama pihak kedua masih terikat perjanjian dengan
pihak pertama.
b) Menjual sebagian atau seluruh  hasil produksi benih
dilapangan, termasuk bagian tanaman/buah segar yang
dapat diperdagangkan atau mempunyai nilai komersial
kepada pihak lain.
c) Menjalin kerjasama produksi benih dengan pihak lain
selama proses produksi berlangsung atau selama pihak




Dalam praktiknya, peneliti menemukan beberapa petani
mitra telah melanggar larangan-larangan tersebut yakni pada poin b
yangmana pihak petani menjual sebagian ke pihak pengepul.
Sehingga beberapa petani menganggap remeh terhadapat suatu
perjanjian yang telah ia sepakati.
Berdasarkan hukum ekonomi syariah pada akad
mudharabah perjanjian tersebut sebenarnya sah hanya saja terdapat
beberapa hal yang penulis paparkan membuat perjanjian kerjasama






Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian oleh peneliti
tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terkait Kerjasama Petani
Mitra dengan PT East West Seed Indonesia di Dusun Jatirejo, Sidodadi,
Tempurejo Kabupaten Jember dapat dikemukakan beberapa kesimpulan
sebagai berikut:
a) Kerjasama petani mitra dengan PT East West Seed Indonesia
merupakan kerjasama terkait pengelolaan benih tanaman yangmana
kerjasamaa ini terjadi di Dusun Jatirejo, Sidodadi, Tempurejo
Kabupaten Jember. Kerjasama ini berlangsung antara petani dengan
PT East West Seed Indonesia melalui perantara petani kunci, sehingga
perusahaan tidak berhubungan langsung dengan petani. Kerjasama
petani dengan pihak perusahaan merupakan perjanjian tertulis yang
tertuang dalam surat perjanjian. Praktik kerjasama antara PT East West
Seed Indonesia dengan petani mitra ialah perusahaan memberikan
modal berupa benih kepada petani kunci, yang kemudian akan
diberikan kepada anggotanya. Modal dalam hal ini hanya berupa benih
saja sedangkan lahan dan biaya perawatan ditanggung sendiri oleh
pihak petani. Pendapatan petani atau keuntungan yang diperoleh petani
berdasarkan total penerimaan dikurangi dengan total biaya yang
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b) Dikeluarkan pada saat pengelolaan benih tanaman. Sedangkan kerugian
ditanggung oleh pihak petani.
c) Kerjasama pengelolaan benih tanaman di PT East West Indonesia yang
berada di Dusun Jatirejo berdasarkan hukum ekonomi syariah dalam
pelaksanaannya sama dengan akad mudharabah yangaman pihak
pertama yakni PT East West Seed Indonesia selaku pemberi modal
(Shahibul Mall) sekaligus pekerjaan sedangkan pihak kedua yakni
petani sebagai pengelola modal (Mudharib), modal dalam hal ini
hanya berupa benih saja. Berdasarkan pembagian keuntungan dan
kemungkinan kerugian yang didapatkan dan adanya perbuatan yang
melanggar kontrak maka berdasarkan hukum ekonomi syariah
kerjasama ini dapat dikatakan fasid atau belum sah.
B. Saran-Saran
Sehubungan dengan kesimpulan yang penulis uraiakan maka
penulis akan menganjurkan beberapa saran yang kiranya akan bermanfaat
kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Saran yang dapat penulis berikan
diantaranya sebagai berikut:
1. Kepada pihak yang saling bekerjasama diharapkan melakukan
kerjasama yang baik dan amanah sesuai dengan hukum ekonomi
syariah yang diajarkan.
2. Dalam penetapan harga hasil pengelolaan bibit petani perusahaan
diharapkan lebih mempertimbangkan keadaan petani. Jika terjadi suatu
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kerugian karena bencana atau kelalaian atau juga kesengajaan maka
pihak perushaan lebih meneliti dan memastikan penyebab kerugian
yang terjadi dan lebih melakukan pengawasan terhadap petani.
3. Sebelum memulai melakukan kerjasama harus lebih berhati-hati dan
dipelajari terlebih dahulu supaya perjanjian kerjasama yang dilakuakn
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